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nuntut pidana penjara
selama 1 fahun 6 bulan, denda Rp SOjuta subsider 6 bulan ku-
rungan. alampumsmkemann(llll),hakimmenjatuhkan
‘denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. :
- Berbedq dengan terdakwa yanglangsung menerima, JPU Rika
! tiy enyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberi waktu
sepekanpa da]aksaunmkmenya(akansikap Made Putraadalah
nsulta ngawasdalamproyekml.Arasperbuatatmya,Made
tra dijerat Pasal 3juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUI:IPHalqueanayanSukamla, didampingi
Hakim Anggota I Dewa Gede Suarditha dan Miptahul sepakat
dengan jaksa. Bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi se-
ara bersas mdalampembangmmmembatanPanglmng

bong dan Pangkung Api, Desa Lemukih, Sawan, Buleleng ta-
hun2013, dengan pagu 2.630.000.000, yanglelangnya dimenang-
PTA anaAyudengannilaikontrakRp 2.549.797.000.
ari proyekini, sebagai konsultan pengawas CV Ayu Desainyang
lanjutnya menunjuk terdakwa Dewa Made Putra sebagai tim
leader. Namun dalam perjalanannya, PT Arisya Prima Ayu tidak
1elaksanakan pembangunan jembatan tersebut. Melainkan -
menye an kepada pihak ketiga yang tidak tercantum dalam
kontrak, yakni subkontrak atas nama I Made Sudiawan dari CV
arya Put a Utama D: gan nilai kontrak Rp 1,7 milyar.
 Lebih lanjut; sesuai kontrak waktu pengerjaan
ngberakhir tanggal 25 Desember 2013, ternyata pemban-
nan jembatan baru mencapai 18,30 persen yang termuat
dalam laporan evaluasi ditandatangi oleh terdakwa. Pun
terdakwq pada tanggal 30 Desember menandatangani
berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan fiktif, yang men-
takan pe kerjaan sudah mencapai 45,13 persen. Terdakwa
ade Pu ma&menandatangl karena sudah persetujuan

ari Kepala Dinas PU Buleleng I Ketut Yasa (terpidana).
A ’bamy%nnegé}a dxrugikan Rp 699.999. 871. (san/yor’)
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FSewa Tanah
Berujung Masalah

- TABANAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Ta-
banan I Nyoman Wirna Ariwangsa diperiksa

pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, kemarin
11/1) . Kedatangannya kali ini terkait pe-
~ manfaatan lahan milik Pemkab Tabanan
ang disewa pihak Universitas Ta-
anan (Untab) = - |

¥ Baca Lahan... Hal 27

Universitas Tabanan (Untab) di sebelah utara
Hhhammsedawmabaan
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®LAHAN...
e Sambygg’an_c{ari hal 17

- Menurut Anwangfa, diﬁ _

~mintai keterangan mulai pukt
09.00 hingga 11.30. Pihak kejati
-mengusut terkait pemanfaatan
lahan atau aset milik Pemkab
Tabanan yang selama ini dise-
-wa oleh Universitas Tabanan
{Untab) jadi kawasan kamplr.
~"Bagaimana proses penyewaan-
nya, bagaimana kontribusinya
terhadap Pemkab ?I‘abanaf’l,
seputar itu saja,’ ungkapnya.

~Dia menambahkan bahwa

lahan milik Pemkab Tabanan

seluas 20 are yang bertempat di
sebelah utara Lapangan Umum
Kecamatan Kediri tersebut dise-
wa Universitas Tabanan untuk
dimanfaatkan sebagai kampus
sejak tahun 1981 silam.
_ Dia mengatakan bahwa se-
fain dirinya, pihak Untab ju%a
dipanggil pihak Kejati Bali.
Namun, ketika ditanya apa
permasalahannya Ariwangsa
‘mengaku kurang paham materi
pertanyaannya. “Mungkin dulu
ada bagaimana,” sambungnya.
Terkait hal terseb ut, Rektor

' status

_sebagai saksi. Yakni mengenai

. Sambungan dari hal. 17

ampus Untab.
“Jadi, saya sampaikan sesuai
dokumen yang ada,” ujarnya.
Dijelaskannya, menurut do-
kumen yang ada, pihak Yayasan
Universitas Tabanan berdiri
sejak tahun 1982. Nah, yayasan

* tersebut dibentuk empat orang.

Yakni, almarhum Sugianto
(mantan Bupati Tabanan), Ma-

tra, Tasik, dan Gede Mastra.

Setelah berdiri, bulan Septem-
ber 1982, yayasan kemudian
memohon kepada pihak DPRD

- Tabanan untuk memberi izin

pemarifaatan lokasi bekas pasar

hewan Kediri yang terben i
itu menjadi kampus Untab. Akh-

imya ketika itu DPRD Tabanan
menyetujui permohonan terse-

but dengan memberi SK Nomor -

188.53/15 DPRD Tabanan.
“Dimana SK tersebut menyetu-
jui jika lokasi pasar hewan Kediri
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itu diserahkan kepada Yayasan
Untab Tabanan sebagai hak guna
pakai,” lanjutnya. ;
Kemudian pada bulan No-
vember 1982 Bupati Tabanan
mengeluarkan SK persetujuan
kepada'Yayasan Untab untuk
menggunakan lokasi pasar he-
wan Kediri seluas 20 are untuk

 lokasi Kampus Untab, dengan
_ salah satu rekomendasi yang

dikeluarkan DPRD Tabanan.
Waktu itu berbekal status hak

_ guna pakai.

Akhirnya Kampus Untab pun
bisa berdiri. Tapi, pada bulan
Mei 2014, dari hasil pemerik-
saan BPK ditemukan bahwa

- ada aset-aset Pemkab Tabanan

yang tidak terdata. “Mungkin
salah satunya lahan lokasi Untab
berdiri,” sambungnya.

Atas hal tersebut, Yayasan Untab

3 gun mengikuti peraturan dari

emkab Tabanan. Yakni, pihak
YayasarnUntabrdibuitkag perjan-

ST Jancall Zo)7.
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Made Wirata Ogah Diwawancarai

u KAPAL...
Sambungan dari hal 17

Enam unit mobil tersebut
dirampas untuk Negara. Kejari
akan segera mengajukan lelang
penjualan‘enam unit mobil
tangki tersebut. Selain mengek-
sekusi enam unit mobil tangki,
Kajari juga menyerahkan kem-
bali kapal tangker PT. Sembilan
Pilar yang ada di tengah perai-
ran Pelabuhan Benoa. Kapal
tangker berisi BBM solar 85.000
liter dan BBM jenis MFO se-
banyak 41.000 liter diserahkan
kembali pada terpidana Wirata.

Edisij

Kapal dengan cat dominasi war-
na merah itu diikat di lambung
Kapal Patroli (KP) Abimanyu
milik Mabes Polri. Sebelum Erna

dan tim eksekusi datang, terpi-

dana Wirata sudah menunggu
di atas kapal, Tepat pukul 14.18,
Wirata keluar dari dalam KP Abi-
manyu menuruni anak tangga
menuju kapal tangker. =
Proses eksekusi dibantu Syah-

bandar Pelabuhan Benoa, Polair. -

serta aparat terkait. “Sesuai pu-
tusan Mahkamah Agung (MA)
RI No. 474K/PID/2014 tanggal
14 November 2014, kami ser-
ahkan kembali kapal ini pada

terpidana Made Wirata,” terang
Erna, di atas kapal tangker PT,
Sembilan Pilar, kemarin (11/1).

Wirata tampak semringah
karena kembali mendapatkan
kapalnya. Namun, Wirata sem-
pat protes Kajari Erna dan Kasi
Pidum KetutMaha Agung, Wirata
menanyakan putusan asli MA .
“Ini kan salinan. Yang petikan asli
mana?” tanya Wirata.

‘Pria 53 tahun asal Sesetan, itu

mengaku takut kapalnya tidak

bisa digunakan jika tidak ada
petikan asli dari MA. “Putusan
aslinya ada di kantor. Silakan
kalau mau ambil di kantor,”

" lamis 17 Joncar; ez
‘A7 den 77

jawab Maha Agung.

Cat di bagian geladak juga
tampak baru. Sayangnya, se-
usai serah terima terpidana
Wirata menolak diwawancarai.
Pria berkacamata itu menga-
takan sudah cukup. “Cukup,
cukup,” sergahnya, singkat.

Untuk diketahui, MA men-
jatuhkan pidana penjara se-
lama tiga tahun, denda Rp 2
miliar subsider 6 bulan ku-
rungan dalam putusan kasasi.
Putusan kasasi tersebut sudah
diterima kejaksaan pada bulan
November lalu. Namun, baru
dilakukan saat ini. (san/ pit)




